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Abstract

General Background: The selection and appointment of notaries in Indonesia reveal a persistent tension
between achieving justice and ensuring legal certainty. Specific background: While existing laws outline clear
administrative procedures, they often overlook the meritocratic principles necessary to ensure that notaries
possess the competence, integrity, and moral quality required for public trust. Knowledge gap: Previous
studies have emphasized educational quality and regulatory inconsistencies but have not addressed the
philosophical conflict between meritocracy and legal certainty. Aims: This study aims to examine how the
philosophy of justice can guide the integration of meritocracy into the framework governing notary
appointments in Indonesia. Results: The findings show that current legal mechanisms prioritize procedural
clarity but fail to ensure substantive fairness, resulting in appointments that meet formal criteria yet lack
ethical and professional depth. Novelty: This study introduces a philosophical synthesis that harmonizes legal
formalism with moral justice by positioning meritocracy as an essential component of legal legitimacy.
Implications: The study highlights the need for legal reform to embed transparent, merit-based evaluation
systems that uphold justice, strengthen institutional credibility, and align positive law with the ethical ideals
of fairness and societal trust.

Highlights:

e Highlights the philosophical balance between meritocracy and legal certainty in notary
appointments.

e Reveals the weakness of current legal procedures in ensuring substantive justice.

e Proposes integrating merit-based evaluation to enhance fairness and legal legitimacy.

Keywords: Notary, Meritocracy, Legal Certainty, Philosophy of Justice, Law Reform

Published date: 2025-11-10

Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang diciptakan untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat, menjamin keteraturan, dan menghadirkan keadilan [1]. Hukum tidak hanya sebatas
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kumpulan norma yang mengikat, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang
hidup di tengah masyarakat [2]. Filsafat hukum hadir sebagai fondasi untuk menimbang apakah hukum
benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan substantif [3]. Hukum
tidak boleh hanya berhenti pada kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga harus mencerminkan keadilan yang
dapat diterima oleh akal sehat manusia [4]. Oleh karena itu, setiap pengaturan hukum, termasuk dalam hal
pengangkatan pejabat publik, harus diletakkan dalam kerangka filsafat hukum yang menimbang kepastian,
keadilan, dan moralitas.

Sering kali terjadi ketegangan antara prinsip keadilan yang bersifat universal dan kebutuhan akan
kepastian hukum yang lebih teknis dan administratif. Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa aturan
yang jelas, masyarakat akan terjebak dalam ketidakpastian dan berpotensi mengalami ketidakadilan [5].
Namun, kepastian hukum terkadang dapat menjauh dari nilai-nilai keadilan apabila peraturan yang ada tidak
mempertimbangkan dimensi moral dan etis [6]. Kondisi ini menimbulkan dilema pada banyak bidang
hukum, termasuk dalam tata cara pengangkatan pejabat-pejabat yang memiliki peran strategis dalam sistem
hukum. Di sinilah filsafat hukum berfungsi untuk memberikan refleksi kritis: apakah sistem yang ada benar-
benar mengakomodasi keadilan atau hanya berfokus pada prosedur formal belaka.

Salah satu posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia adalah notaris. Notaris memegang
peranan vital sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, sehingga akta
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna [7]. Akta notaris bukan hanya sekadar dokumen,
melainkan instrumen hukum yang dapat menentukan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak
yang bertransaksi [8]. Notaris tidak hanya dipandang sebagai profesi teknis, melainkan juga sebagai jabatan
kepercayaan publik yang memerlukan integritas, kompetensi, dan moralitas yang tinggi [9]. Dalam hal ini,
bagaimana notaris dipilih dan diangkat menjadi sangat krusial karena menyangkut legitimasi serta kualitas
sistem hukum itu sendiri. Seleksi dan pengangkatan notaris tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi
juga harus menjamin lahirnya pejabat yang berintegritas.

Pengangkatan notaris di Indonesia masih mengalami persoalan. Di satu sisi, terdapat kerangka
hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan
notaris. Proses ini didesain agar sesuai dengan asas kepastian hukum, di mana aturan sudah dituangkan
dalam norma tertulis. Namun, di sisi lain, masih muncul pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme
tersebut benar-benar mencerminkan prinsip meritokrasi, yakni penghargaan terhadap kompetensi, prestasi,
dan integritas individu. Tidak jarang ditemukan praktik-praktik yang dipengaruhi oleh faktor non-merit,
seperti kedekatan personal, jaringan kekuasaan, atau bahkan kepentingan ekonomi [10]. Fenomena ini
menimbulkan jurang antara teori hukum yang menjanjikan keadilan dengan realitas praktik yang sarat
kepentingan.

Persoalan ini dari sudut pandang filsafat hukum, mengandung kompleksitas antara dua kutub:

meritokrasi sebagai perwujudan keadilan distributif dan kepastian hukum sebagai perwujudan legal
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formalitas. Meritokrasi menuntut agar seseorang diangkat karena kemampuan dan kelayakannya [11], bukan
karena faktor eksternal lain yang tidak relevan. Sementara itu, kepastian hukum menekankan bahwa
mekanisme yang berlaku harus dipatuhi tanpa memandang faktor lain di luar aturan tertulis [12].
Pertentangan keduanya sering kali tidak dapat dihindari, karena dalam banyak kasus sistem yang terlalu
menekankan kepastian hukum justru menutup ruang bagi seleksi berbasis keadilan [13]. Pada kondisi ini
filsafat hukum perlu hadir untuk memberikan sintesis, agar antara kepastian hukum dan keadilan tidak
dipandang sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dapat bersinergi.

Perdebatan tentang seleksi dan pengangkatan notaris juga menyentuh dimensi kepercayaan publik
terhadap hukum. Masyarakat mengandalkan notaris sebagai figur yang netral, objektif, dan berintegritas
dalam menjalankan kewenangan jabatannya [14]. Apabila proses seleksi dan pengangkatan notaris tidak
mencerminkan prinsip meritokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat tergerus. Ketika
masyarakat kehilangan kepercayaan, maka akta autentik yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum
pun bisa kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen
keadilan, melainkan sekadar formalitas administratif yang bisa dipermainkan oleh kepentingan tertentu.
Urgensi penelitian terkait dengan legitimasi hukum dan keberlangsungan sistem keadilan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika seleksi dan pengangkatan notaris merupakan cerminan
dari persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang condong tarik-menarik antara kepentingan
normatif dan kepentingan praktis. Dari sisi normatif, undang-undang sudah memberikan aturan yang cukup
detail mengenai syarat dan prosedur pengangkatan notaris. Namun dari sisi praktis, implementasi aturan
tersebut sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan bahkan budaya hukum yang berlaku.
Ketidakseimbangan antara norma dan praktik inilah yang menjadikan pengangkatan notaris bukan sekadar
isu teknis, tetapi juga isu filosofis terkait keadilan substantif. Dengan demikian, analisis terhadap persoalan
ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga perlu perspektif filsafat hukum
untuk menimbang nilai-nilai yang lebih mendasar.

Seleksi dan pengangkatan notaris juga dapat dipahami dalam konteks lebih luas, yaitu dinamika
pembangunan hukum nasional yang masih mencari titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas.
Meritokrasi sebagai konsep lahir dari pandangan modern tentang tata kelola yang adil dan rasional [15],
sementara kepastian hukum merupakan kebutuhan fundamental dari setiap sistem hukum, tradisional
maupun modern [16]. Keduanya harus dipertemukan dalam kerangka filsafat hukum yang menekankan
keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Tanpa upaya untuk menemukan
sintesis, mekanisme pengangkatan notaris berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural yang berulang.
Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga praktis, karena melibatkan
arah pembangunan hukum nasional.

Urgensi untuk mengkaji persoalan seleksi dan pengangkatan notaris dalam perspektif filsafat hukum

keadilan semakin menguat melihat dampak luas terhadap masyarakat. Kualitas seorang notaris akan
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menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkannya, dan pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan [17]. Apabila pengangkatan notaris hanya menjadi
ajang formalisasi tanpa mempertimbangkan meritokrasi, maka akta autentik yang dibuat bisa kehilangan
legitimasi moralnya. Akibatnya, keadilan yang seharusnya dihadirkan justru terpinggirkan oleh prosedur
yang kaku. Penelitian ini hadir untuk memberikan refleksi filosofis yang dapat membuka ruang bagi
perbaikan sistem, agar hukum tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsep meritokrasi dapat diintegrasikan dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris
di Indonesia tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum?
2. Bagaimana filsafat hukum keadilan menilai ketegangan antara meritokrasi dan kepastian hukum dalam

praktik seleksi serta pengangkatan notaris?

Penelitian yang dilakukan oleh Elita Rahmi, dkk., dalam JISOS: Jurnal Ilmu Sosial menyoroti
mekanisme pengangkatan notaris yang dikaitkan dengan kualitas lulusan pendidikan kenotariatan. Fokus
penelitian ini terletak pada bagaimana lulusan Program Magister Kenotariatan dipersiapkan untuk
memenuhi persyaratan dan tantangan dalam pengangkatan notaris, sekaligus mengukur keterhubungan
antara mutu pendidikan dan peluang pengangkatan melalui metode tracer study. Hasil penelitian
menegaskan pentingnya kompetensi akademik, profesionalisme, dan integritas moral lulusan sebagai modal
utama dalam proses seleksi, sehingga dapat menghasilkan notaris yang sesuai dengan harapan masyarakat
dan kebutuhan hukum [18].

Penelitian oleh Didik Lokma Mahyuddin dan Moh. Saleh dalam Jurnal Pendidikan Indonesia
menekankan pada persoalan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menyoroti adanya ketidaksinkronan
atau perbedaan regulasi antara syarat pengangkatan notaris dengan notaris pengganti, yang pada akhirnya
menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum. Diskrepansi regulasi dapat menurunkan kepastian hukum
serta memengaruhi kualitas pelayanan notaris di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa
problematika seleksi dan pengangkatan notaris tidak hanya terkait aspek akademis dan kualitas lulusan,
tetapi juga aspek normatif yang membutuhkan harmonisasi peraturan [19].

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya integrasi mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris
dengan perspektif filsafat hukum keadilan, khususnya dalam menguji keseimbangan antara meritokrasi dan
kepastian hukum. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek mutu lulusan dan disharmoni regulasi,
penelitian ini hadir dengan sudut pandang filosofis yang mencoba mengurai akar persoalan keadilan
substantif di balik mekanisme formal seleksi notaris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti
pada analisis teknis atau normatif, tetapi juga mengajukan refleksi konseptual tentang bagaimana prinsip

meritokrasi dapat dipadukan dengan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris di
Indonesia dalam bingkai filsafat hukum keadilan dengan menyoroti hubungan antara meritokrasi dan
kepastian hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana kedua prinsip tersebut dapat bersinergi. Sehingga menghasilkan model pengangkatan
notaris yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara moral dan substantif. Penelitian ini juga
diarahkan untuk memberikan landasan teoretis bagi pembaruan hukum, khususnya dalam upaya

meningkatkan kualitas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis
peraturan perundang-undangan yang mengatur seleksi dan pengangkatan notaris, serta bagaimana norma
tersebut dipahami dalam kerangka keadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka
pemikiran dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti meritokrasi, kepastian hukum, dan
keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aturan tertulis secara tekstual, tetapi juga
memberikan penjelasan konseptual atas makna yang terkandung dalam norma hukum tersebut.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum
primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris, sementara bahan
hukum sekunder berupa literatur, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan topik ini. Seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasi berdasarkan tingkat
relevansinya, diorganisasi secara sistematis, lalu dianalisis untuk menemukan hubungan antara pengaturan
hukum dengan konsep meritokrasi dan kepastian hukum. Dengan metode ini, data hukum yang terkumpul
dapat diolah menjadi dasar argumentasi ilmiah yang konsisten.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dipakai
untuk menjelaskan norma hukum positif yang berlaku mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan
notaris. Selanjutnya, analisis konseptual digunakan untuk menghubungkan norma tersebut dengan gagasan
teoritis tentang keadilan, meritokrasi, dan kepastian hukum. Dengan teknik analisis ini, penelitian
diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai keseimbangan antara kepastian

hukum dan prinsip meritokrasi dalam mekanisme pengangkatan notaris.

Hasil dan Pembahasan

A. Meritokrasi dalam Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Notaris
Meritokrasi merupakan sistem yang menekankan bahwa jabatan publik harus diberikan kepada
individu yang memiliki kemampuan, prestasi, dan integritas tertinggi [20]. Meritokrasi dalam konteks

notaris, menuntut agar proses seleksi dan pengangkatan tidak hanya fokus pada syarat administratif, tetapi

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
10/18



https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/

Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/acopen.10.2025. 12728
juga pada kualitas substansial calon notaris. Hal ini sejalan dengan fungsi notaris sebagai pejabat umum
yang menghasilkan akta autentik yang mengikat secara hukum [21]. Perilaku abai terhadap meritokrasi
mengakibatkan kualitas notaris dipertanyakan dan berdampak pada legitimasi produk hukum yang di
keluarkan. Oleh sebab itu, integrasi meritokrasi dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris
merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas keadilan.

Kepastian hukum menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari mekanisme seleksi dan
pengangkatan notaris. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang yang ingin menjadi
notaris tunduk pada aturan yang sama, dengan prosedur yang tertulis dan dapat diprediksi [22]. Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa “Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini [23].” Pasal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris berasal dari
hukum, sehingga proses seleksi dan pengangkatannya juga harus tunduk pada asas kepastian hukum.
Dengan demikian, meritokrasi dan kepastian hukum harus berjalan seiring.

Integrasi meritokrasi dalam pengangkatan notaris dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap
tahapan seleksi mencerminkan kualitas objektif. Pasal 3 huruf a UUJN menyebutkan “Untuk dapat diangkat
menjadi notaris, seseorang harus Warga Negara Indonesia [24].” Syarat ini adalah bentuk kepastian hukum
yang jelas dan tidak bisa ditawar. Namun, meritokrasi dapat masuk dengan menambahkan syarat-syarat lain
seperti prestasi akademik dan profesional yang relevan, meski tidak diatur secara eksplisit. Dengan begitu,
meritokrasi tidak menghapus kepastian hukum, melainkan memperkaya substansi seleksi.

Pasal 3 huruf f UUJN menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus lulusan
strata dua kenotariatan [25].” Syarat pendidikan ini mencerminkan upaya meritokrasi karena menekankan
kualitas akademik calon notaris. Dalam praktiknya, kualifikasi akademik sering kali hanya dijadikan
formalitas tanpa evaluasi mendalam terhadap kompetensi lulusan. Hal ini menyebabkan adanya jurang
antara meritokrasi ideal dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, sistem seleksi harus menguji
kemampuan substantif, bukan hanya ijazah.

Salah satu celah regulasi adalah bahwa syarat administratif dapat dipenuhi tanpa menjamin integritas
moral dan kompetensi praktis [26]. Pasal 3 huruf e UUJN mensyaratkan bahwa calon notaris “berusia paling
sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun [27].” Persyaratan usia adalah bentuk kepastian hukum yang bersifat
formal, tetapi tidak otomatis menjamin meritokrasi. Seseorang yang memenuhi usia minimum belum tentu
memiliki kualitas moral dan intelektual yang mumpuni. Oleh sebab itu, meritokrasi harus dipadukan melalui
instrumen evaluasi integritas dan etika.

Aspek meritokrasi telah terintegrasi dalam Pasal 3 huruf g UUJN yang mensyaratkan “Telah
menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan pada kantor notaris atas prakarsa sendiri

atau atas rekomendasi organisasi notaris [25].” Syarat magang ini memperlihatkan adanya pengakuan atas
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pengalaman kerja sebagai indikator kompetensi. Namun, persoalannya adalah evaluasi atas pengalaman
magang sering kali tidak dilakukan secara objektif dan transparan. Meritokrasi dapat diterapkan lebih ketat
dengan mengukur pengalaman magang dari kualitasnya, bukan sekadar formalitas waktu.

Mekanisme ujian atau seleksi masuk notaris seharusnya diperkuat. Kepastian hukum memberikan
dasar hukum pelaksanaan ujian, tetapi meritokrasi menghendaki agar ujian tersebut benar-benar mengukur
kemampuan substansial, bukan hanya pengetahuan hafalan. Instrumen seleksi berbasis Computer Assisted
Test (CAT) atau wawancara panel dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga objektivitas. Kepastian
hukum tetap terjamin karena mekanisme ini dilegalkan melalui peraturan menteri. Dengan cara ini,
meritokrasi dapat masuk tanpa melanggar prinsip legalitas.

Selain seleksi awal, meritokrasi juga dapat diwujudkan melalui evaluasi pasca-pengangkatan. Pasal 8
huruf b UUJN menyebutkan bahwa notaris dapat diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 65
tahun [28]. Ketentuan ini memberi kepastian hukum terkait masa jabatan, tetapi tidak ada mekanisme
evaluasi kualitas selama masa jabatan berlangsung. Jika meritokrasi benar-benar ingin diintegrasikan, perlu
ada sistem penilaian kinerja berkala. Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan untuk menilai apakah
notaris masih layak menjalankan jabatannya berdasarkan kompetensi dan integritas.

Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas dan tegas, namun aturan tersebut diharap juga
mampu mengakomodasi meritokrasi melalui rumusan norma yang menekankan kualitas. Misalnya dalam
revisi UUJN, syarat seleksi dapat ditambah dengan klausul penilaian integritas, catatan etika, serta prestasi
akademik dan profesional. Kepastian hukum tetap ada karena klausul tersebut tertulis dalam undang-
undang. Meritokrasi pun terjamin karena hanya calon yang benar-benar berkualitas yang dapat lolos. Inilah
bentuk integrasi yang sehat antara dua prinsip hukum yang sering dipertentangkan.

Masalah muncul ketika meritokrasi tereduksi oleh praktik kolusi, nepotisme, atau intervensi politik
dalam pengangkatan notaris [29]. Regulasi telah memberikan kepastian hukum, namun kepastian bisa
menjadi tanpa arti ketika tidak dijalankan dengan meritokrasi. Meskipun Pasal 3 UUJN mengatur syarat
jelas, sering kali terdapat indikasi bahwa faktor jaringan sosial atau kekuasaan ikut memengaruhi
pengangkatan. Hal ini melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, meritokrasi
harus diperkuat melalui transparansi seleksi yang dapat diawasi publik.

Meritokrasi adalah wujud dari keadilan distributif, sementara kepastian hukum adalah wujud dari
legal certainty. Kedua hal ini tidak boleh dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai 2 hal yang saling
melengkapi. Kepastian hukum memberikan kerangka formal yang menjamin prosedur, sedangkan
meritokrasi memberikan substansi keadilan agar hukum tidak berhenti pada formalisme. Dengan begitu,
hukum dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat dan memberikan legitimasi moral.
Integrasi ini harus menjadi arah reformasi hukum di bidang kenotariatan.

Peraturan perundang-undangan terkait seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia telah

menyediakan kepastian hukum melalui Pasal 2, 3, dan 12 UUJN. Namun, integrasi meritokrasi dalam
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regulasi masih lemah karena banyak syarat yang bersifat administratif tanpa instrumen evaluasi kualitas
yang objektif. Oleh karena itu, mekanisme seleksi harus diperkuat melalui sistem penilaian integritas,
prestasi, dan kompetensi substantif yang dilegitimasi dalam aturan hukum. Dengan integrasi meritokrasi
yang lebih baik, kepastian hukum tidak hanya menjadi prosedural, tetapi juga bermakna substantif. Hal ini

penting untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

B. Perspektif Filsafat Hukum Keadilan Menilai Ketegangan antara Meritokrasi dan Kepastian

Hukum dalam Praktik Seleksi serta Pengangkatan Notaris

Filsafat hukum keadilan memandang hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan tertulis,
melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat [30].
Terdapat ketegangan antara meritokrasi yang menuntut kualitas dan integritas, serta kepastian hukum yang
menghendaki aturan formal tegas dalam praktik Seleksi dan pengangkatan notaris. Ketegangan ini timbul
akibat hukum positif sering kali lebih condong pada aspek prosedural [31]. Keadilan substantif menghendaki
adanya kualitas moral dan kompetensi nyata dalam pengangkatan pejabat publik. Dengan demikian, filsafat
hukum keadilan menilai perlunya keseimbangan agar hukum tidak berhenti pada formalisme.

Menurut Aristoteles, keadilan distriburif menekankan bahwa sistem hukum yang adil adalah sistem
yang mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan mempertimbangkan kelompok yang paling
rentan [32]. Keadilan distributif berarti memberikan sesuatu sesuai kelayakan dan jasa masing-masing.
Meritokrasi merupakan wujud konkret keadilan distributif karena jabatan diberikan hanya kepada yang
paling layak. Namun, apabila proses seleksi hanya berdasarkan kepastian hukum berupa syarat
administratif, maka ada potensi orang yang tidak benar-benar layak tetap dapat diangkat. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan prinsip kelayakan yang menjadi dasar keadilan. Oleh
sebab itu, filsafat hukum keadilan menilai bahwa meritokrasi harus lebih diberi ruang dalam proses seleksi
notaris.

John Rawls dalam teori justice as fairness menggunakan dua prinsip utama yakni, prinsip kebebasan
yang setara dan prinsip perbedaan yang memungkinkan ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan semua
orang dan terikat dengan posisi yang terbuka untuk semua [33]. Keadilan menurut John Rawls, menekankan
bahwa kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang. Prinsip ini sejalan dengan meritokrasi, di
mana kesempatan menjadi notaris tidak boleh ditentukan oleh faktor nepotisme atau kolusi, melainkan oleh
kompetensi. Kepastian hukum memang menjamin kesetaraan prosedur, tetapi sering kali gagal menjamin
kesetaraan substansi. Jika aturan hanya bersifat formalistik, maka fairness sebagaimana dimaksud Rawls
tidak tercapai. Filsafat hukum keadilan melihat kondisi ini sebagai ketidakseimbangan antara prosedur dan
substansi.

Gustav Radbruch menyebut tiga tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan [4].

Kepastian hukum dalam seleksi dan pengangkatan notaris hadir dalam syarat usia, pendidikan, dan
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pengalaman magang yang jelas diatur. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup untuk menjamin keadilan
apabila syarat tersebut tidak benar-benar mencerminkan kompetensi dan integritas. Menurut Radbruch,
keadilan memiliki prioritas tertinggi dibandingkan kepastian hukum, sehingga dalam konflik antara
keduanya, keadilan harus diutamakan, terutama jika hukum yang berlaku tidak adil [34]. Radbruch
menyatakan bahwa keadilan adalah nilai dasar dan cita hukum yang harus dikejar, meskipun hal itu berarti
mengabaikan kepastian hukum demi mencapai keadilan [4]. Dengan demikian, meritokrasi sebagai bagian
dari keadilan substantif harus ditempatkan lebih tinggi daripada sekadar kepastian hukum formal.

Filsafat hukum keadilan menilai bahwa syarat administratif dalam pengangkatan notaris sering kali
hanya formalitas. Syarat usia minimal atau pendidikan magister merpakan hal fundamental, namun tidak
otomatis menjamin kualitas moral dan profesional calon notaris. Kepastian hukum terlaksana melalui
norma tertulis, namun substansi keadilan tidak terpenuhi. Dalam perspektif keadilan, hukum semestinya
memberi ruang untuk menguji kualitas moral, integritas, dan kemampuan teknis. Dengan begitu,
meritokrasi dapat mengisi celah yang ditinggalkan oleh kepastian hukum.

Keadilan substantif menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam seleksi. Meritokrasi
menuntut agar calon notaris dipilih berdasarkan prestasi, integritas, dan pengalaman nyata, bukan sekadar
memenuhi syarat di atas kertas. Jika kepastian hukum hanya dipahami sebagai “asal sesuai prosedur,” maka
keadilan akan dikorbankan demi formalitas. Filsafat hukum keadilan mengkritik praktik semacam itu
sebagai ketidakadilan yang dilegalkan. Oleh karena itu, meritokrasi perlu dipandang sebagai roh yang
memberi makna pada kepastian hukum.

Filsafat hukum keadilan menekankan pentingnya moralitas dalam jabatan publik. Notaris tidak hanya
bertugas membuat akta, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika meritokrasi
tidak ditegakkan, maka seseorang dapat diangkat meski tidak memiliki integritas, hanya karena memenuhi
syarat formal. Hal ini jelas merugikan masyarakat karena keadilan tidak terwujud dalam pelayanan hukum.
Filsafat hukum keadilan memandang praktik seperti ini sebagai penyalahgunaan kepastian hukum.

Ketegangan juga lahir dari sifat meritokrasi yang menekankan diferensiasi kualitas, sedangkan
kepastian hukum menekankan keseragaman prosedur. Apabila dalam proses seleksi dan pengangkatan
notaris terlalu menekankan kepastian hukum, maka seleksi akan kehilangan fungsi penyaring kualitas.
Sebaliknya, apabila terlalu menekankan meritokrasi tanpa aturan yang tegas, seleksi berpotensi subjektif
dan rawan manipulasi. Filsafat hukum keadilan menilai bahwa jalan tengah adalah mengatur meritokrasi
dalam hukum positif, sehingga kualitas diuji melalui prosedur yang jelas. Dengan begitu, kedua prinsip bisa
berjalan beriringan.

Filsafat hukum keadilan melihat bahwa norma positif dapat mengalami gap dengan nilai keadilan.
Undang-undang tentang notaris memang telah menjamin kepastian hukum, namun belum sepenuhnya

menegakkan meritokrasi dalam arti substantif. Sebagai contoh, syarat magang 24 bulan hanya dinilai dari
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segi waktu, bukan kualitas pengalaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak otomatis
menjamin keadilan. Maka, hukum positif perlu direvisi agar sejalan dengan prinsip meritokrasi yang adil.

Filsafat hukum keadilan menilai ketegangan antara meritokrasi dan kepastian hukum sebagai
problem keseimbangan antara formalisme dan substansi. Kepastian hukum diperlukan agar seleksi tertib
dan jelas, sementara meritokrasi diperlukan agar yang terpilih benar-benar layak. Filsafat hukum keadilan
menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah keadilan substantif, sedangkan kepastian hukum hanyalah
instrumen. Dengan demikian, meritokrasi tidak boleh diabaikan, melainkan harus diintegrasikan dalam
aturan yang jelas. Inilah jalan menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik

pengangkatan notaris.

Simpulan

Seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia masih menghadapi ketegangan antara prinsip
meritokrasi dan kepastian hukum. Kepastian hukum memang memberikan kejelasan prosedural melalui
syarat administratif yang tegas, seperti pendidikan, usia, dan pengalaman magang. Namun, kepastian
hukum semata tidak cukup menjamin bahwa notaris yang terpilih benar-benar memiliki kualitas, integritas,
dan profesionalitas yang diharapkan. Dalam perspektif filsafat hukum keadilan, meritokrasi merupakan
aspek penting yang harus diintegrasikan untuk memastikan jabatan notaris diisi oleh individu yang paling
layak secara substansial, bukan sekadar memenuhi formalitas hukum.

Ketegangan antara kepastian hukum dan meritokrasi dapat dijembatani melalui pendekatan filsafat
hukum keadilan yang menekankan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan
kemanfaatan. Teori-teori hukum seperti gagasan Aristoteles tentang keadilan distributif, John Rawls tentang
fair equality of opportunity, dan Gustav Radbruch mengenai prioritas keadilan atas kepastian hukum,
memberikan dasar normatif bahwa meritokrasi tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, hukum positif yang
mengatur seleksi dan pengangkatan notaris harus dipandang bukan hanya sebagai instrumen formal, tetapi
juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada masyarakat.

Perlu dilakukan reformasi hukum pada regulasi terkait jabatan notaris yang lebih menekankan
evaluasi kualitas dan integritas calon notaris. Pemerintah bersama organisasi profesi dapat merancang
mekanisme seleksi yang tidak hanya berbasis syarat administratif, tetapi juga mencakup uji kompetensi,
rekam jejak integritas, serta asesmen etika profesional. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan seleksi agar meritokrasi benar-benar menjadi roh yang
menghidupkan kepastian hukum. Dengan langkah ini, diharapkan jabatan notaris dapat ditempati oleh

individu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan layak secara moral.
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